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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya globalisasi sekarang sudah semakin berkembang dan sangat 

mendorong adanya peranan perkembangan ekonomi yang juga semakin 

berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari adanya lembaga – lembaga ekonomi 

yang membutuhkan suatu kepastian hukum khususnya bagi lembaga pemberi 

piutang seperti bank dan lembaga keuangan lainnya untuk bisa menjamin kembali 

haknya yang bisa dijaminkan dalam perhutangan, baik benda bergerak maupun 

benda tidak bergerak. Dalam dunia usaha permasalahan yang paling sering 

muncul yaitu mengenai pengusaha-pengusaha yang berkeinginan untuk dapat 

mengembangkan usahanya namun terkendala dengan modal yang kecil. Pada 

umumnya pengusaha banyak yang tidak mampu untuk memenuhi sendiri seluruh 

modal yang diperlukan dalam kegiatan usahanya. Untuk mencukupi ketersediaan 

modal tersebut para pengusaha membutuhkan pihak lain yakni lembaga 

Perbankan atau lembaga pembiayaan untuk memberikan pinjaman modal tersebut 

melalui mekanisme perjanjian kredit. Pada saat bank melakukan perjanjian kredit 

dengan pihak debitur, sudah seharusnya pihak bank perlu mendapat jaminan atas 

pembayaran piutangnya, yaitu dengan cara mensyaratkan penyerahan benda oleh 

nasabah debitur kepada bank. 
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Dalam suatu perjanjian hutang piutang, baik lembaga perbankan maupun 

lembaga non perbankan pasti meminta jaminan atau agunan dari setiap debitur 

yang meminjam uang. Hal ini didasari atas prinsip kehati – hatian yang apabila 

nantinya debitur wanprestasi jaminan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak 

pada saat perjanjian pinjam meminjam dapat dimanfaatkan untuk menarik 

kembali dana yang telah dipinjamkan kepada debitur dengan melakukan eksekusi 

terhadap jaminan yang telah disepakati tersebut.1 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-

pokok agrarian sudah disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yaitu Hak 

Tanggungan. Pada tanggal 9 April 1996, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

berkaitan dengan Tanah yang selanjutnya disingkat UUHT. Hak Tanggungan 

adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan 

kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.2 Dalam 

arti, jika suatu saat debitur berbuat wanprestasi, maka kreditur selaku pemegang 

Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan dengan 

cara melalui pelelangan umum. Kehadiran lembaga Hak Tanggungan ini 

dimaksudkan sebagai pengganti dari Hypotheek (selanjutnya disebut dengan 

hipotik yaitu suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk 

mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu pengikatan) 
 

1 Adrian Sutedi, 2006, Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank 

dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, BP. Cipta Jaya, Jakarta, hal. 136 
2 Remy Sjahdeni, 1999, Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah Yang 

Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), cetakan I, 

Alumni, Bandung, hal.15 
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sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan Credietverband yang diatur dalam 

Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190, yang 

berdasarkan Pasal 51 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, masih diberlakukan sementara 

sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut.3 

Dalam praktek terlihat, bahwa sebagian besar benda yang menjadi objek 

jaminan adalah tanah. Hal ini dikarenakan tanah mempunyai nilai ekonomi yang 

senantiasa meningkat, mudah dijual, memiliki tanda bukti hak, sulit untuk 

digelapkan dan jika dibebani dengan hak tanggungan, memberikan kedudukan 

yang istimewa kepada kreditur.4  

Menurut Pasal 4 ayat (1) UUHT menyatakan, hak atas tanah yang dapat 

dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna 

Bangunan. Syarat ketentuan obyek Hak Tanggungan, harus daftar dan memiliki 

sertipikat hak atas tanah, namun terhadap tanah-tanah yang belum bersertipikat 

dapat pula dibebankan Hak Tanggungan sepanjang pemberian Hak Tanggungan 

tersebut dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah 

yang bersangkutan. 

Dengan demikian, terhadap tanah yang menjadi objek jaminan atau agunan 

yang diserahkan oleh debiturnya, harus dilakukan pengikatan atau pembebanan 

hak tanggungan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT 

 
3Adrian Sutedi, 2012, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1. 
4 Efendy Peranging, 1991, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Rajawali 

Pers, Jakarta, hal ix 
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adalah seorang pejabat umum yang bertanggung jawab untuk membuat surat 

keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan 

hukum yang telah dilakukan.5 

Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1996 yaitu, “Pejabat Pembuat Akta 

Tanah yang selanjutnya disebut PPAT,adalah pejabat umum yang diberi 

wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak 

atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka Penulisan Hukum ini diberi 

judul : KEDUDUKAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) 

DALAM PROSES PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI 

KABUPATEN GROBOGAN 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, muncul rumusan 

masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses 

pembebanan Hak Tanggungan di Kabupaten Grobogan? 

2. Hambatan-hambatan apa yang dialami Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

dalam proses pembebanan Hak Tanggungan beserta solusinya? 

 

 

 
5 Irma Devita Purnamasari, 2011, Kiat-Kiat Cerdas, dan Bijak Memahami Hukum Jaminan 

Perbankan, Kaifa, Jakarta, hal 3  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dalam proses pembebanan Hak Tanggungan di Kabupaten Grobogan 

2. Untuk mengetahui berbagai hambatan-hambatan dan cara mengatasi 

hambatan dalam proses pembebanan hak tanggungan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka manfaat dari 

penelitian ini dilakukan adalah : 

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum Perdata.  

2. Secara Praktis, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan lebih 

teredukasi mengenai pembebanan hak tanggungan, dan memberikan jawaban 

atas permasalahan yang diteliti. 

E. Terminologi 

1. Kedudukan 

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan 

kedudukan sosial (social status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau 

posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial 

adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan 
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kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan 

digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan 

berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.6 

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Menurut Budi Harsono, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 Pasal 1 angka 1 disebutkan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah atau 

hak milik atas satuan rumah susun, dan akta pemberian kuasa untuk 

membebankan Hak Tanggungan. Pejabat umum adalah orang yang diangkat 

oleh instansi yang berwenang dengan tugas melayani masyarakat umum di 

bidang atau kegiatan tertentu.7 

3. Pembebanan Hak Tanggungan 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 dinyatakan 

bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas 

tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut 

atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah ini, untuk pelunasn utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.8 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

 
6 https://kbbi.web.id/kedudukan di akses pada tanggal 2 Mei 2021 Pukul 05.47 WIB 
7 Boedi Harsono. 2003, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Penerbit Djambatan. Jakarta. hal 72. 
8 Supriyadi, 2008, Hukum Agraria, Sinar Grafika, jakarta, hal 173 

https://kbbi.web.id/kedudukan
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1. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, 

yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu 

hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang 

berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis 

sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta 

berkaitan dengan penerapan dalam praktek.9’ 

2. Spesifikasi Penelitian  

Spesifikasi penelitian ini menunjukan penelitian bersifat deskriptif 

analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan 

kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang 

diteliti. Penelitian yang bersifat deskritif merupakan salah satu jenis penilitian 

yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu 

fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable 

dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah 

kegiatan-kegiatan untuk meneliti kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dalam proses pembebanan Hak Tanggungan 

3. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

 
9 Ronny Hanitijo Soemitro, 2005, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hal. 97 
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Data yang diperoleh langsung dari lapangan lokasi penelitian. 

b. Data sekunder 

Data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan, tetapi diperoleh dari 

bahan hukum yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat 

mengikat. Terdiri dari : 

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

Dengan Tanah 

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder Penulis menggunakan sumber bahan 

sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari 

Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah perkawinan, hasil 

internet buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, 

dan jurnal hukum. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang 

bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan 

oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode  Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-

data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi 

kepustakaan 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara 

oleh narasumber guna memperoleh kejelasan data yang akurat. 

b. Data Sekunder 

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah 

teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi 

pustaka seperti, bukubuku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau 

karya para pakar. 10 

5. Lokasi Penelitian 

 
10 Lexy J. Meleong, 2010 Metodologi penelitian kualitatif , PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung, hal.186 
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Penelitian dilakukan di Kantor Notaris dan PPAT Mulyono S.H., M.Kn. 

yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin No.23 Kelurahan Sambak, Kecamatan 

Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah 

6. Metode Penyajian Data 

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut 

akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut 

sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya 

data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi. 

7. Metode Analisis Data  

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui 

penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa 

dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang berkaitan dengan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

dalam proses pembebanan Hak Tanggungan. 

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data 

yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan 

pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian 

tertentu untuk diolah menjadi data informasi. 

G. Sistematika Penulisan 
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Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan skripsi ini, 

penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut : 

 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini uraian yang membahas tentang Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Peneliian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika 

Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.  

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi 

kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok 

permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, Dalam Bab 

II ini berisiskan teori-teori yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti, yaitu aspek hukum peran PPAT dalam 

pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan. 

Hal – hal yang diuraikan dalam Bab II antara lain 

meliputi: 

1. Tinjauan mengenai PPAT 

2. Tinjauan mengenai Hak Tanggungan 

3. Hak Tanggungan dalam Perspektif Islam 

 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian 

yang dilakukan terhadap kajian hukum PPAT dalam 

proses pembebanan Hak Tanggungan di Kabupaten 

Grobogan. 

Kendala-kendala yang timbul dalam proses pembebanan 

hak tanggungan, upaya penyelesaian kendala tersebut. 

Dari hasil penelitian, penulis melakukan pembahasan 

dengan memadukan antara teori dengan praktek yang ada 

serta menganalisa data tersebut. 

 BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam 

proses pembahasan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


